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ABSTRAK 

Tesis ini berjudul “Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen Dalam Menyelesaikan Sengketa Wanprestasi Pada Pembiayaan 

Konsumen”. Tesis dengan judul tersebut bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji 

faktor penyebab adanya perbedaan pandangan antara Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen dan Mahkamah Agung terkait kewenangan menyelesaikan sengketa 

wanprestasi pada pembiayaan konsumen serta untuk mengkaji batasan kewenangan 

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ke depan dalam menyelesaikan sengketa 

wanprestasi pada pembiayaan konsumen untuk mewujudukan kepastian hukum. 

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan peraturan 

perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Metode pengumpulan data 

menggunakan studi pustaka serta wawancara. Bahan hukum primer dan bahan 

hukum sekunder dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menjawab persoalan 

hukum yang diteliti. Proses berpikir deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan. 

Hasil dari penelitian ini adalah ada beberapa faktor yang menyebabkan adanya 

perbedaan pandangan antara BPSK dan Hakim Agung yaitu perbedaan cara 

pandang dalam melihat sebuah sengketa, BPSK yang tetap berkeyakinan bahwa 

sengketa wanprestasi pada pembiayaan konsumen adalah wewenangnya, kriteria 

sengketa yang kurang jelas yang menjadi wewenang BPSK, dan tidak adanya 

batasan limitatif terhadap kewenangan BPSK pada Undang Undang Perlindungan 

Konsumen. Yang menjadi batasan wewenang BPSK adalah pengertian sengketa 

konsumen perlu diperjelas lagi bahwa sengketa wanprestasi termasuk sengketa 

yang menjadi wewenang BPSK, sengketa yang dapat ditangani BPSK hanyalah 

sengketa dengan kerugian kecil, dan ketika di dalam perjanjian pembiayaan 

konsumen sudah ditentukan tempat penyelesaian sengketa di pengadilan BPSK 

wajib menolaknya.  

Kata kunci: Kewenangan, BPSK, Mahkamah Agung, Wanprestasi, dan 

Pembiayaan Konsumen 

 

ABSTRACT 

Thesis entitled “The Authority of Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen in Resolving Wanprestasi Disputes in Consumer Financing.”. This 

thesis aims to explore and study the cause of different perspective between Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen and Mahkamah Agung, regarding the authority 

of Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen in Resolving Wanprestasi Disputes in 

Consumer Financing, as well as to examine the boundaries of BPSK in resolving 

Wanprestasi disputes in consumer financing in order to achieve the legal certainty. 

This research is a normative research which use constitutive approach and 

conseptual approach. The data collection method is using literature review and 

interview. The primary legal materials and secondary legal materials are analyzed 

by descriptive qualitative to answer the legal matters which being studied. The logic 

of deductive is used to draw conclusion. The result of this research is there are some 

factors which causes different perspective betweeen BPSK and Hakim Agung; it is 
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BPSK which still believes that the Wanprestasi dispute in consumer financing is 

their authority, the blurry criteria of disputes which are the authority of BPSK, and 

the absence of limitative boundaries to BPSK authority towards Undang Undang 

Perlindungan Konsumen. The limitations of BPSK’s authority is they need to 

clarified the definition of consumer’s disputes as wanprestasi disputes is included 

in BPSK’s authority, the disputes handled by BPSK should have minor loss, and if 

a place of dispute resolution in BPSK’s court already in the agreement of consumer 

financing, BPSK must reject it. 

Key words: Authority, BPSK, Mahkamah Agung, Wanprestasi, dan Consumer 

Financing 

 


